<
D PENGADILAN NEGERI/H!/TIPIKOR

LAPORAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PT5F




panjatkan dirat Allah SWT, atas segala Rahmat dan
pahkan sehingga kami dapat melaksanakan tugas
dengan baik dan lancar, termasuk dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Terselesaikannya Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) ini tidak terlepas dari kerja sama semua bagian, baik bagian
Kepaniteraan maupun bagian Kesekretariatan. Melalui PTSP ini Pengadilan
Negeri Samarinda Kelas 1A ingin memberikan pelayanan Prima dalam hal
pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai

akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan didalam satu tempat.

Woujud keseriusan Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A terhadap PTSP
tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan

Pengadilan Negeri.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok dan fungsi yang telah
kami laksanakan masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, baik di
bidang administrasi teknis yudisial maupun administrasi non teknis yudisial
(umum), oleh karena itu pengawasan, pembinaan serta dukungan penunjang

dalam pelaksanaan tugas sangat kami harapkan agar kami dapat melaksanakan

tugas pokok dan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya.




anan Terpadu Satu

ini dapat bermanfaat dan




\Laerlakunya PTSP

Pelayanan Publik dalam setiap Instansi atau kelembagaan Pemerintah di
Negara Republik Indonesia terus ditingkatkan dan dipermudah. Saat ini,
Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan dibawahnya senantiasa berupaya
menata, meningkatkan , dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara

menerapkan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( PTSP ).

Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin pengelolaannya dimulai dari
tahap awal sampai akhir / terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu
tempat.Wujud keseriusan Mahkamah Agung tersebut dilakukan dengan
dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A sebagai Lembaga Peradilan di
bawahnya Mahkamah Agung sejak Tahun 2018 sudah mulai menerapkan
standar PTSP sesuai Keputusan Direkturlenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
Dalam pelaksanaan PTSP tersebut dibuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Negeri Samarinda Kelas 1A Nomor W18-UI/369/KPN/SK/I/2018 Tentang

Pembentukan Struktur Pelaksanaan Pelayanan Informasi Pada Pengadilan

Negeri Samarinda Kelas 1A, serta Keputusan Ketua Pengadilan Negeri




an Petugas PTSP di
ersebut dilakukan dengan
alam satu kesatuan proses dimulai
Whap awal sampai d n tahap penyelesaian produk pelayanan
pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan ,efektif, efisien,

ekonomis, koordinasi, akuntabilitas dan aksesibilitas .
TUJUAN :

Tujuan penyelenggaraan Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan

untuk :

1. Meningkatkan kualitas layanan publik khususnya layanan kepada
masyarakat pencari keadilan.
2. Memberikan akses yang lebih luas dan mudah kepada masyarakat

pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan peradilan yang prima;
SASARAN :
Sasaran penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah :

a. Terwujudnya pelayanan publik yang sederhana, cepat, murah,
mudah, transparan, akuntabel, tepat dan pasti serta efektif efisien
dan ekonomis;

b. Meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik;
RUANG LINGKUP :

Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A ini meliputi

seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup

o




Keputusan Ketua

berlaku.serta dibuat Surat usan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda

Kelas 1A Ruang Lingkup ini meliputi :

a. Prinsip tata kerja dan penyelenggaraan;

b. Jenis-jenis layanan peradilan yang dilaksanakannya dilakukan secara

terpadu;

g

Persyaratan dan tata kerja pengajuan ;

a

Tata kerja pemrosesan;

e. Jangka waktu pemrosesan;

bl

Pembinaan dan pengendalian ; dan

g. Evaluasi dan pelaporan;

PROSEDUR
Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut :

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan

2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan
untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar
untuk pemprosesan serta penyelesaiannya permohonan layanan.

3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan
berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah

ditentukan.




pelaksanaan PTSP terseb

itmen oleh seluruh
ra terintegrasi dalam
rangka mewujudkan keberhasilan

aka haruslah terdapat kualifikasi tertentu

dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas

PTSP, yang antara lain sebagai berikut :

1.

Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun
prosedur beracara di Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri;

Memahami profil Pengadilan seperti Struktur organisasi dan
persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh
Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

Memiliki kemampuan mengoperasikan computer;

Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah,

serta berpenampilan rapi;.




MELALUI PTSP

aan informasi publik saa tini, peradilan
haruslah dijalankan secara kredibel dan transparan, terlebih terhadap
aspek-aspek yang berkaitan informasi publik.Adanya transparansi dan
kredibilitas merupakan salah satu syarat utama untuk mewujudkan
keterbukaan dan akuntablitas penyelenggaraan peradilan yang
baik.Aspek keterbukaan informasi publik pula merupakan suatu bagian
yang sangat penting dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung
untuk badan Peradilan Indonesia yang Agung.Dasar visi mewujudkan
badan peradilan Indonesia yang agung tersebut dapat kita temui dalam
cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035. Dijelaskan dalam cetak biru
pembaharuan Mahkamah Agung tersebut, bahwa untuk dapat
terwujudnya badan Peradilan Indonesia yang Agung, maka lembaga
tersebut haruslah berprinsip pada orientasi pelayanan publik yang
prima, dan memiliki manajemen informasi yang menjamin

akuntabilitas, kredibilitas, serta transparansi.

Melalui keterbukaan informasi publik tersebut juga, Mahkamah Agung
dan lembaga peradilan di bawahnya terus berusaha untuk konsisten
dalam memperbaiki kredibilitas, dan citra kelembagaannya di mata
publik. Upaya menjaga kredibilitas dan citra lembaga Mahkamah
Agung dan peradilan di bawahnya antara lain dilakukan dengan

peningkatan-peningkatan pada aspek pelayanan publik, kejelasan

system karir, pemanfaatan system informasi teknologi, dan publikasi




Peningkatan
pertanggungjawaban

nggungjawaban pada publik,

erpengaruh pada internal Mahkamah

adanya transparansi juga ak
\Agun'g eradilan di bawahnya sendiri utamanya dalam hal

terbangunnya etos kerja yang baik dan kepercayaan akan system karir

pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri.

Transparansi dan kredibilitas merupakan upaya massif Mahkamah
Agung dalam melakukan reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah
Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya. Hal tersebut
diantaranya sebagaimana telah diimplementasikan dalam SK KMA
No.144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi dalam
Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Penyelengaraan Peradilan, serta
SK KMA RI No.1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan
Informasi di Pengadilan. Selain itu, transparansi dan keterbukaan
informasi publik tersebut sejalan dengan Undang-Undang Republik
Indonesia No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik dan Peraturan Komisi informasi RI No.1 Tahun 2010

tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

Sejalan hal di atas, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A saat ini

terus senantiasa berupaya untuk meningkatkan kreatifitas dan inovasinya

dalam rangka mengoptimalkan keterbukaan informasi publik di Pengadilan
agar terciptanya pelayanan publik yang prima.




ek keterbukaan

\I.Websn

2. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
3. Aplikasi e- Court

4. Menggunakan Check List;

1. WEBSITE

Dilakukan dengan memanfaatkan website Pengadilan Negeri sebagai

sarana penyampaian informasi berbasis digital.
2. Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

Adanya inovasi-inovasi fungsi Aplikasi PelayananTerpadu Satu Pintu
(PTSP) yaitu : Bahwa jenis-jenis kegiatan Kepaniteraan dalam layanan
peradilan yang dilayani di Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu sebagai
berikut :

A. KEPANITERAAN PERDATA

a. Pendaftaran perkara gugatan Perdata;

b. Pendaftaran perkara gugatan sederhana;




aran permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali;

g. Penerimaan memori/kontra memori banding, kasasi dan peninjauan

kembali;

h. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru

dalam permohonan peninjauan kembali;
i. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
j. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;
k. Pendaftaran permohonan eksekusi;
|. Pendaftaran permohonan konsignasi;
m. Permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsignasi;

n. Permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi,

peninjauan kembali dan eksekusi ;
B. KEPANITERAAN PIDANA

a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, cepat

dan ringan/lalulintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

b. Permohonan Pendaftaran Praperadilan;




asasi, peninjauan

emori perlawanan, banding, kasasi,

peninjauan ke

e. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan , banding, kasasi

dan peninjauan kembali;
f. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;
g. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;

h. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti

dan atau pelelangan barang bukti;
i. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
j. Penerimaan permohonan perpanjangan pembantaran;
k. Penerimaan permohonan izin besuk;

|. Layanan-layanan lain yang berhubungannya dengan proses dan

informasi penyelesaian perkara pidana;
C. KEPANITERAAN HUKUM
a. Permohonan pendaftaran akta pendirian CV;
b. Permohonan pendaftaran waarmarketing surat pernyataan waris;
c. Permohonan pendaftaran penolakan waris;

d. Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan

perdata;




ara dan turunan putusan

aftaran surat kuasa;

h. Permohonan pendaftaran legalisasi akta kelahiran;
i. Permohonan legalisasi surat;
j. Permohonan daftaran utang tak tertagih;

k. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa

hukum lainnya;
D. KEPANITERAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (PHI)
a. Pendaftaran perkara gugatan;
b. Pendaftaran verzet atas putusan verzet;
c. Pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;
d. Pendaftaran permohonan kasasi dan peninjauan kembali;
e. Penerimaan memori/kontra memori kasasi dan peninjauan kembali;

f. Penerimaan permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru

dalam permohonan peninjauan kembali;
g. Permohonan dan pengambilan sisa panjar biaya perkara;
h. Permohonan dan pengambilan turunan putusan;

i. Permohonan pencabutan gugatan, kasasi, peninjauan kembali;




E. KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)

a. Penerimaan pelimpahan berkas perkara Pidana Tindak Pidana Korupsi

dari Penuntut Umum;

b. Penerimaan permohonan perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan

kembali;

c. Penerimaan memori/kontra memori perlawanan, banding, kasasi dan

peninjauan kembali;

d. Penerimaan permohonan pencabutan perlawanan , banding, kasasi

dan peninjauan kembali;
e. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penggeledahan;
f. Penerimaan permohonan izin/persetujuan penyitaan;

g. Penerimaan permohonan izin/persetujuan pemusnahan barang bukti

dan atau pelelangan barang bukti;
h. Penerimaan permohonan perpanjangan penahanan;
i. Penerimaan permohonan pembantaran;

j. Penerimaan permohonan izin berzoek (somasi);

k. Penerimaan permohonan izin bertobat bagi terdakwa;




\Aaj@ Pelayanan Ter,

oses dan informasi

m layanan peradilan yang dilayani di

u Pintu yaitu sebagai berikut :
A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bahwa Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebuah kemudahan
dan kecepatan dan menghemat waktu dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar,
buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan
penggeledahan

Aplikasi melalui PTSP telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum Keuangan per
tanggal 31 Desember 2020 yaitu :

a. Penerimaan surat masuk sebanyak 2320 surat;

b. Penerimaan surat keluar dari setiap Sub Bagian baik Kepaniteraan dan
Kesekretariatan sebanyak 7819 surat;

c. Penerimaan surat keterangan melalui meja informasi sebanyak - surat;

d. Dan buku tamu sebanyak 102 surat;

Kepaniteraan Hukum telah dilaksanakan :

Pemanfaatan pengaduan masyarakat melalui aplikasi Sistem Informasi
Pengawasan Mahkamah Agung (SIWAS MA-RI),

Kepaniteraan Perdata telah dilaksanakan :

| -




istem Informasi

iaya Perkara dengan Virtual Account melalui loket Bank
Tabungan Negara (BTN) Sejak Peresmian Payment Point Kantor PT Bank BTN
Cabang Samarinda diresmikan tanggal 27 Desember 2018 tersedia dl gedung
Kantor Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A dan di Wilayah Kalimantan Timur
Samarinda hanya Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A yang mendapat
Payment Point dari PT. BTN Cabang Samarinda untuk segala pembayaran biaya
perkara yang berhubungan dengan masalah perkara di Pengadilan secara on
line (e-payment) dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik (e-
Summons) dan Aplikasi e-court terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan
aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dengan adanya aplikasi e-
court ,masyarakat pencari keadilan lebih siap dalam perubahan system
manajemen perkara yang tadinya manual ke system elektronik, serta dapat
merespon lebih baik, transparan, cepat dan tepat waktu sesuai keinginan

masyarakat pencari keadilan.

Selain dari pada diatas juga sudah menggunakan Check List sesuai
bidang pelayanan Kepaniteraan : Bidang Kepaniteraan Perdata,
Bidang Kepaniteraan Pidana, Bidang Kepaniteraan Hukum, Bidang
Kepaniteraan PHI, Bidang Kepaniteraan Tipikor serta Bagian

Kesekretariatan yaitu Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Bahwa selain hal di atas, demi mewujudkan efektifitas dan efisiensi

pelayanan, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A juga telah




clayanan one day
an dalam pelayanan
epaniteraan Perdata, dan

Kepaniteraan niteraan PHI dan Kepaniteraan

P

Pada Kepaniteraan Pidana, pelayanan one day service antara lain
dilakukan terkait, pelimpahan perkara pidana dan penetapan hari
sidang, pemberian izin penyitaan dan penggeledahan perkara pidana,
dan perpanjangan penahanan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Pada
Kepaniteraan Perdata, pelayanan one day service antara lain
dilakukan terkait pendaftaran perkara gugatan biasa, gugatan
sederhana, perlawanan/ bantahan, verzet atas putusan verstek, perkara

permohonan,

permohonan banding, kasasi dan peninjauan kembali, serta layanan-
layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi
penyelesaian perkara perdata. Pada Kepaniteraan Hukum, pelayanan
one day service antara lain dilakukan terkait permohonan pendaftaran
pendirian CV, waarmaking surat-surat, pendaftaran surat Kkuasa,
penanganan pengaduan/SIWAS-MARI, dan layanan-layanan lainnya
yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum. Pada Kepaniteraan
Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), pelayanan one day service
antara lain dilakukan terkait pendaftaran perkara gugatan khusus PHI,
perlawanan/bantahan, verzet atas putusan verstek, perkara
permohonan, permohonan kasasi dan peninjauan kembali, serta
layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi

penyelesaian perkara perdata. Sedangkan pada Kepaniteraan Tindak

AR i S L
o QT'- B =
S R b

| e




rvice antara lain

\pm:a t~, dan perpanjangan penahanan oleh
Penyidi

Bahwa dengan adanya pelayanan one day service tersebut, maka
terhadap pelayanan-pelayanan public tersebut wajib diselesaikan
sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah
ditetapkan, dengan jangka waktu rata-rata maksmimalnya kurang dari
satu jam sejak diajukan/dimohonkan. Pelayanan one day service pada
hakikatnya dilaksanakan sebagai bentuk upaya mempermudah
masyarakat, aparatur penegak hukum, dan aparat pada instansi lainnya
dalam hal memperoleh persetujuan/izin penyitaan dan penggeledahan
dari Pengadilan. Penerapan pelayanan one day service tersebut pula,
pada dasarnya sejalan dengan arah kebijakan Ketua Mahkamah Agung
dalam rangka memberikan pelayanan pada publik yang efektif dan

efisien, serta prima.

Selain dari pada itu, Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A juga telah
secara konsisten dan berkala menyampaikan informasi-informasi
sebagaimana tertuang dalam SK KMA No.144/KMA/SK/VIII/2007
tentang Keterbukaan Informasi dalam Rangka Mewujudkan

Akuntabilitas Penyelengaraan Peradilan, yang antara lain meliputi:

1. Gambaran umum Pengadilan yang, antara lain, meliputi: fungsi, tugas,

yurisdiksi dan struktur organisasi Pengadilan tersebut serta telepon,

faksimili, nama dan jabatan-pejabat Pengadilan non Hakim;




\)
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iaya hak-hak kepani n sesuai dengan kewenangan, tugas dan
kewajiban Pengadilan;

. Putusan dan penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang belum berkekuatan hukum
tetap dalam perkara-perkara tertentu;

. Agenda sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama;

. Mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan
Pegawai;

. Hak masyarakat dan tata cara untuk memperoleh informasi di

Pengadilan.




\\

Seluruh hal di atas, tidak lain dilakukan demi terwujudnya visi
Pengadilan Negeri Samarinda Kelas 1A untuk menjadi Badan Peradilan
Indonesia Yang Agung, dan juga demi mewujudkan misinya dalam
menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayanan hukum
yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas
kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibiltas dan

transparansi badan peradilan.

Melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka diharapkan
adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan

Negeri Samarinda Kelas 1A sebagai institusi pelayanan keadilan yang

berwibawa, mandiri.
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CHECK LIST KEPANITERAAN PHI







CHECK LIST KEPANITERAAN PERDATA
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CHECK LIST TIPIKOR DAN PIDANA
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CHECK LIST KEPANITERAAN HUKUM
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1. | Asli Surat Kuasa yang sudah ditanda tangani olch kedua belah pihak + folo copy nya
2. | Fow Copy Kartu Anggota Advokat + Berita Acars Sumpeh Advokat (bila dikuasakan)




